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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Aksi Penambangan Timah Ilegal di Desa Perawas Kecamatan 

Tanjungpandan Kabupaten Belitung 

Pertambangan timah di Daerah Bangka Belitung ditemukan pada 

tahun 1970-an. Sejarah pertambangan timah di Bangka Belitung sangat 

panjang mulai dari PN Timah yang bekerja sama dengan Negara lain 

dalam penambangan timah, tahun 1980 PN Timah bangkrut akibat dari 

terjadinya defisit keuangan karena dalam perkembangan pertambangan 

timah di Indonesia termasuk Pulau Belitung dipengaruhi oleh situasi harga 

pasaran dunia, PN Timah diganti menjadi PT Timah karena masuknya 

investasi dari luar, kemudian dengan mundurnya industri timah di Bangka 

Belitung membuat rakyat mengelola sendiri penambangan timah secara 

tradisional. Karena faktor ekonomi akhirnya masyarakat banyak beralih 

melakukan penambangan timah sendiri dengan alat-alat sederhana dan 

tidak memiliki izin penambangan timah dari Pemerintah. 

Aksi pertambangan liar ini makin merambat ke Daerah Belitung 

Barat dan Belitung Timur, seperti di Desa Perawas terdapat 5 titik 

penambangan timah illegal yang dilakukan masyarakat setempat tanpa 

mengantongi izin Pemerintah setempat penambangan liar ini semakin 

merajalela. Penambangan ini berjalan hanya dengan perizinan dari Desa 

setempat untuk melakukan kegiatan menambang timah yang berlokasi di 
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hutan yang tidak dipakai oleh penduduk Desa tersebut. Dengan hanya 

membayar sewa lokasi kurang lebih Rp 750.000 sebulan penambang 

dengan bebas melakukan kegiatan menambang seperti membuat lubang 

yang berdiameter sangat besar dan ditinggalkan tidak dilakukan 

penimbunan setelah mengeruk timah.  

Hal ini yang membuat resah masyarakat Belitung karena telah 

banyak membuat lubang-lubang besar yang menganga dan menjadi sebuah 

danau akibat dari penambang timah yang melakukan penambangan tanpa 

melakukan penimbunan kembali. 

 

B. Sanksi Penambangan Timah Ilegal Menurut Ketentuan-Ketentuan 

Pidana UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Ketentuan-ketentuan pidana UU RI No 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut : 

1. Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 yakni setiap orang yang melakukan 

usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), 

pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 

(sepuluh miliar rupiah). 

2. Pasal 159 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan yakni 

pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan 

laporan sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 43 ayat (1), pasal 
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70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110, pasal 111 

ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu 

dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda 

paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). 

3. Pasal 160 UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan yang berisi: 

a. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau 

IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 

denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) 

b. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetap melakukan 

kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah). 

4. Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan yakni setiap 

orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi 

Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan 

dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang 

bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 

ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau 

Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh 

miliar rupiah). 
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5. Pasal 162 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yakni setiap orang yang 

merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari 

pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

6. Pasal 163 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yang berisi : 

a. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab 

dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan 

denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan 

terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan 

pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan 

maksimum pidana denda yang dijatuhkan.  

b. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan 

hukum dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan izin usaha, 

dan/atau Pencabutan status badan hukum. 

7. Pasal 164 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yakni selain ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 159, pasal 160, pasal 161 dan 

pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan 

berupa : 

a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak 

pidana 
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b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, 

dan/atau 

c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.  

8. Pasal 165 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yakni setiap orang yang 

mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-

Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi 

pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

 

C. Kesadaran Hukum Penambang Timah Ilegal Terhadap UU RI No 4 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang 

memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan 

institusi dan pengendalian masyarakat. Masyarakat sering dijumpai 

berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya 

demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman 

kesadaran hukum. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan 

pentingnya hukum adalah : 

1. Adanya ketidakpastian hukum; 

2. Peraturan-peraturan bersifat statis  
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3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan 

peraturan yang berlaku. 

Terdapat lima lokasi pertambangan timah di Desa Perawas dan 

sebagian besar lainnya terdapat di Daerah Belitung Timur. Proses 

pertambangan dilakukan oleh pekerja yang berasal dari desa tersebut. 

Pekerja yang rata-rata tidak memiliki pendidikan yang tinggi itu pun rela 

melakukan pekerjaan yang penuh resiko. Pekerja tersebut direkrut oleh 

seseorang yang memiliki lokasi pertambangan timah untuk bekerja 

menjadi penambang timah tanpa persyaratan yang berat. Karena pekerjaan 

penambang timah hanya mengandalkan tenaga dan keahlian menambang 

timah tanpa melibatkan status pendidikan yang dimiliki oleh orang itu 

sendiri.  

Harga timah yang semakin melonjak membuat para penambang 

timah illegal semakin semangat dalam melakukan pekerjaannya. Ditunjang 

dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal membuat penambang 

timah menghiraukan perizinan penambangan dan resiko yang dihadapi.  

Kesadaran hukum para penambang sangat rendah akan perizinan 

yang harus dilakukan untuk melegalkan usaha penambangan timah. 

Didukung pula dengan status pendidikan yang dimiliki sangat rendah 

sehingga membuat para penambang  tidak mengetahui akan prosedur 

perizinan pertambangan yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 

Tahun 2009.  
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Aparat setempat baik dari pihak kepolisian maupun Satpol PP telah 

berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi penambangan timah 

ilegal diberbagai Daerah-daerah seputaran Tanjungpandan, Sijuk, maupun 

Belitung Timur. Tetapi tidak membuat para penambang jera dalam 

melakukan aksinya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran 

akan hukum yang berlaku di Indonesia. 
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DESA PERAWAS KECAMATAN TANJUNGPANDAN KABUPATEN 

BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG 

 

 

Gambar 1: Lahan bekas pengerukan tambang timah yang menjadi danau 

 

 
Gambar 2 : alat dan pipa yang digunakan penambang dalam menghisap pasir dan 

timah 
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Gambar 3 : ada sekitar 3 lubang besar bekas pengerukan timah 

 
Gambar 4 : kolong timah 
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Gambar 5 : aktivitas menambang timah 

 
Gambar 6 : Wawancara dengan Pak NS di lokasi penambangan timah 
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Gambar 7 : wawancara 

 
Gambar 8 : Wawancara dengan Pak NS dan 2 orang pekerjanya 
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Gambar 9 : stock timah 

 

 
Gambar 10 : timah 

 


